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BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI $AROLANGUN
NOMOR E? TAHUN 2O{1

TENTANG

PEil.UNJt'K PEI,AKSANAAN EIYALUASI LAPORAN IfiNER"IA II{STAITSI

PTMERINTAII SATUAI{ KER"'A PERANGI{AT DARAH

DILINGKUNGAIT PEMIRINTATI I(ABT'PATEN SAROLAI{GUIT

BUPATI SAROLATTGUN'

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
,,i KEp/ rssllul.pnN/2oo4 tlnt rrg Pedoman umum Evaluasi
' Alaporan Alnrntabilitas Kineria Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

huruf a, 
- 
diatas p"it, m"n"tapkat Peraturan Bupati

Sarolangun;

: 1 {lndang.U44ane Nomgr 8 Tahun lg74 tentang Poko-l1+okok-Jq'--- .
Kepegawaian ii;;t"r"r, Negara Republik Indonesia Tahun
Lg74 Nomor ss, Tambahan Lembaran Negara Republik '

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 43 Tahun L999 tentang Perublhan
Atas Undang-Uidang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polcok-
pokok Xepeiawaian llembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun rggg Nomor !69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 389O);

2.Undang.UndangNomor54Tahun1999tentang
pembentukan lfubupaten Sarolangun, Kabupaten Jebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jablrng

' Timui (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

NomorLsz,Tambahanl,embaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 14 Tahun 2ooo tentang Perubahan

Atas undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukari Kabup-aten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timui (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOO

Nomor Bi, Tambarraril,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39691;

3.Undang-UndangNomorlTTahun2oostentangKeuangan
Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor +2, t^orbrhan Lemb*tatt Negara Republik Indonesia

, Nomor 4286):

. filengingat
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4.

5.

6.

7.

B.

9.

'rs

Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas
Undang*Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl ;

Undang-Undangn Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2}ll Nomor
82, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a579l;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
KabupatenlKota. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor O4 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 20O8 Nomor 04) sebagaimana
telaah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor O8 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor O4 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
teknis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2OO8
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2OAg
Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun
20ll tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran
201 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
20ll Nomor O1);
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Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O5 Tahun 1997
tentang Pedoman Pelaksanaan T\rntutan Perbendaharaan
dan Ttrntutan Ganti Rugl Keuangan dan Barang Daerah
serta petunj uk pelaksanaannya;

Keprrtusan Menteri Pendayagunaan Pemerintah Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2OO4 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi
Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dann Reformasi Birokrasi Nomor o3 Tahun 20 1 1

tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN
PEM ERI NTAH KABUPATEN SAROLANGU N;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

DalamPe+aturan Bupati ini yang dirnaksud deagan

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan selanjutnya bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan denan peraturan daerah,

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimPinnYa.

6. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

7. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah perrrujudan kewajiban suatu instansi pemerintah unuk
mempertanggungiawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditatapkan melalui
sistim pertanggungi awaban secara periodik.

8. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga.

b.

c.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor 5 Tahun 2Al4 Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2OL4

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor 5 Tatrun 2Ol4
Seri
Tanggal ? De9cm6ef za:.g

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

Drs. H. THABRONI ROZALI. MM
Pembina Utama Madya

NrP.19591202 198002 I OO1



9. Sasaran (target) adalah segala sesuatu yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

10. Keluaran (Ontpttt) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan 
-untuk 

mendukuig pencapaian sasaran yang hrjuan program

dan kebijakan.

1 1. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerrninkan ber-fungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

Pasal 2

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten sarolangun melakukan evaluasi

sistem ermntabilitas Kinerja Instansi pemerintah terhadap satuan Kerja

Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten sarolangun'

BAB II
SISTEM AKUNTABILITAS

Pasal 3

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pasal 2 diatas

terdiri dari :

a. Rencana Strategis,

b. Rencana Kinerja Tahunan,

c. Rencana Kerja,

d. Dokumen PenetaPan Kinerja.

Pasal 4

atasan secara hirarkis dan fungsional
LAKIP Unit Organisasi/satuan Kerja

Pasal 5

Pimpinan SKPD membentuk Tim evaluasi LAKIP

mengevaluasi LAKIP unit kerja bawahannya'
secara internal untuk

BAB III
LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

Pasal 6

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi/unit organisasi

V** dievaluasi dan instansi ierkait yang berwenang agar, segera dapat diambil

irrrJt n-hngkah perbaikan sesuai dengan permasalahnya dan tindakan lain yang

ai"igs"p p"itu seiuai dengan perundang-undangan uang berlaku-

BAB IV
PEDOMAN EVALUASI LAKIP

PaEal 7

pedoman yang menjadi a.cuan dalam melaksanakan evaluasi LAKIP sebagaimana

diuraikan pada uraian berikut :

Setiap Pimpinan Instansi atau Pejabat
wajib melakukan evaluasi terhadap
bawahannya.



a. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian

inl-erent dengan Sistem LAKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Unhrk itu dlperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi bagi evaluator LAKIP.

b. petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, disusun s-eiring

dan selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam

pedoman umum Jvaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh

MENPAN dengan surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor

r431p/lg5/M.pAfr /gl2oa4. petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Bahwa lampiran Peratuan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 4 Atopen6r 2ol1

LANGUN

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal *+t No/un6er 2011

SEKRETARIS DAERAH,

IW
rui ee,/ent

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2O1I NOMOR 2A

BUPATI SA

iil" ri;i;ti: li!16: I sfi



LAMPIRAN I , PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR }? TAHUN 201 1

TANGGAL 2V tuoP€lvt5ER 2011
TENTANG PTTUT.i"IUX PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN

KINERJAINSTANSIPEMERINTAHSATUANKERJA
PERANGKATDAERAHDILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTA}I SATUAN KERJA DILTNGKUNGAN

PEMERINTAII I{ABUPATTTiI SAROLAIiIGUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.{, MAKSUD DAN TUJUAN
1. petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini

dimaksudkan untuk :

a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

U. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang
lingkuP evaluasi;

2). pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang
digunakandalam evaluasi;

3). penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam
proses evaluasi;

4). penyusu.nan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme
pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolairan datanya.

b. nnenjadl panduan dalam rnengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana.

2. Tujuan evaluasi Laporan akuntabilitas kinerja instansi ini adaiah
seLragai berikut :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pernerintah;
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabiiitas instansi pemerintah.

1.2" RUANG LINGKUP EVALUASI
1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

a. Evaluasi akunta.bilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi
atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi. penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), dan
pencapaian kinerja organisasi.

b. Menyusun hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten
Sarolangun.

2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh Unit Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun yang telah
menyampaikan LAKIP ke Bappeda Kabupaten Sarolangun'
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1.3. PENUGASAN
1. Dalam pelaksanaan evaluasi almntabilitas kinerja instansi Satuan Kerja

perangkat Daerah dalam Kabupaten Sarolangun dibantu oleh Inspektorat'

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit keda, di lingkungan
pemerintah Provinsi/Kabuplten/Kota dilaksanakan oletr unit
pengawasan internal (lnsplktorat. atau Badan Pengawas -DaeYJr
provinsi/Kabupaten/Kota) Lt , Tim Khusus yang dibentuk oleh

Pemerintah rrovinsiTKabupaten/ Kota yang bersangkutan apabila pada

instansi tersebut tidak ada unit pengawasan internal.

1.4. SlsTEll[ATIKA
Sistematika Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi terdiri dari 5

(lima) BAE}, Yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM
BAB III. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

BAB TV. PEI,,APORAN HASIL EVALUASI
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PELAKSAITAAN TVALUASI SECARA UMT'M

2.{. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

1. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi masih seperti tahun
sebelumnya, yaitu difolnrskan untuk peningkatan mutu penerapan

manajemJn' berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja
instansi dan daerah dalam rangka mewqiudkan instansi pemerintah yang

berorientasi pada hasil (resutt oriented gouernment).

2. Strategi yang akan ddalankan menggunakan prinsip: (il parti:ipasi dan

coeualuition d.engan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang

dievaluasi pada p=ro*"J evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas evatuasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan
pada pembangunan' dan pengembangan serta implementasi komponen

utama Sistem AKIP.

3. Untuk instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah ProvinsilKabupatenl\"A
yang sudah pernah d,ievaluasi, langkah pertama yang perlu dilalskan
oleh evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi,
adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau
rekomendasi lang OiU"*t rrr oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan

kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup
relevan p"rt, dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggr atau pihak lain
yang berwenang-

2.2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:
t. Bvaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. penyusunan peringkat hasil evaluasi untuk Satuan Kerja Perangkat

Ddaerah,

B. pelaporan hasil evaluasi gabungan (Nasional) kepada Presiden.



2.3. INETODOLOGI EVALUASI
Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi d"ngar menggunakan teknik oqiteria referrened surueg". Yaitu

menilai *""r.i" bertahap langkah demi langkah (step by step assessment)

setiap komponen dan menilai secara keseluruhan ouerall assessment/

denian kriteria evaluasi dari masing-masing komponen ya$g telah
ditelapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam
Lembar Kriteria Eviuasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dengan berdasarkan kePada:

L. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman

pen5rusunan Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah.
2. Kebenar€rn normatif yang bersumber pada modul-modul atau bukubuku

petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. keben aratT normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen

stratejik, manajemen- kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik 9"1*
menilai apakah suatu instansi telatr memenr,rhi stratr,r kriteria, harls
didasarkan pada fakta obyektif dan profesional iudgement dari para

evaluator dan suPervisor.

Lembar kriteria evaluasi yang digunakan datam petunjuk pelaksanaan ini
dalam lampiran .

2.4. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang
digunakan untuk pingrrmp,rlan dan analisis data. Berbagai telcrik evaluasi
dalat dipilih untuk digun-akan dalam evaluasi ini, namun demikian pada

*t irirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung
pengguna€rn- metode evaluasi y{tg tetah ditetapkan, sehingga mampu
mefrawat tqiuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan
data antara iain: kuisioner, wawarrcarr4 obseryasi, studi dokumentasi atau
kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara
lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukrrran, metode
statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agat
pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan
iij"aif."" dasar untuk penlrusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap
langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik
evJuasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).

Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti
untuk peru*usan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis
mulai Arri uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan,
pengukuran, dan penJrusunan argumentasi), sampai pada simpulannya'

2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI
1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

fabupaten/Kota sepenuhnya dikendalikan oleh Perwakilan BPKP Propinsi
Jambi, sedangkan pada tingkat unit kerja dilakukan Oleh Inspektorat
atau Badan Penga*as Daerah atau Tim Khusus yang dibentuk oleh
Bupati Sarolangun.

)
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Hal-hal yang berkaitan dengan perenc€ulaan, pelaksanaan dan
pengendalianlvaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme
penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti
kebij akan-kebij akan yang ditetapkan oleh Bupati sarolangun.
Laporan Hasil Evaluasi terhadap satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingl$ngan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilalmkan oleh
Insplttorit dengan waktu penyelesaian, paling lambat tanggal 30
September tahun yang bersangkutan.

BAB III
TVALUASI AKUNTABILITAS KINER"'A INSTANSI

3,1. UMUM
Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi yang tidak dapat dilepaskan dari ruang
lingkup dan tujuan Lvaluasi. Langkah - langkah t<erj? tersebut terdiri dari (i)

evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (iil penilaian dan
penyimpulan.

3.2. EVALUASI ATAS KOII'PONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria
yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan
t asit evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu
penting yang ingin diungkap melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
adalah sebagai berikut:
a. Kesungguhan SKPD dalam menJrusun perencanaan kinerja benar-

benar telah berfokus Pada hasil.
Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
Isi informasi Kinerja dalam LAKIP.
Pengungkapan Pencapaian Kinerja Instansi dalam I-AKIP.

e. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan prograrn, khususnya
program strategis instansi.

f. Pelaksanaan dan keterkaitan diantara
perencanaan kinerja tersebut dengan
pelaksanaan serta pengendaliannya.

g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi
penerap€ul komponen manajemen kinerja (sistem AKIP) yang meliPuti:
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja dan pencapaian kinerja yang meliputi pencapaian sasaran
organisasi.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi
penerap€ul kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan
indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

4. l*mbar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk evaluasi
akuntabilitas kinerja sesuai lampiran 1-2-

3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil
penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam
mengimplementasikan perencana€rn kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kineda dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

2.

3.

b.
c.
d.

seluruh komponen-komPonen
penganggaran dan kebijakan
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L,angkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

". dd.*- melalmkan penilaian, terdapat tiga variable yaihr: (i) komponen,
(ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.

U. betiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai
sebagai berikut:

1). Perencanaan Kinerja 35o/o meliputi:
a). Renstra L1o/o,

b). Rencana Kinerja Tahunan LOo/o,

c). Dolnrmen Penetapan Kinerja LOo/o.

2). Pengukuran Kinerja 2Q o/o meliputi:
a). Indikator kinerja l2o/o,
b). Sistem pengumpulan data kinerja 8olo.

3). Pelaporan Kinerj a 15 o/o meliputi:
a). Pemenuhan pelaPorart 3o/o,

b). Penyajian dan pengungkapan informasi kinerja9o/o,
c). Pemanfaatan informasi kinerja 3%.

4). Evaluasi Kinerja lO o/o meliputi:
a). Pelaksanaan evaluasi 60/o,

b). Pemanfaatan evaluasi 47o.

5). Capaian Kinerj a 20 Yo MeliPuti:
a). Ketepatan Sasaran
b). Ketepatan Indikator Kineda
c). Ketepatan Target
d). Keandalan data kinerja
ei. Keselarasan kinerja dengan dolmmen perencanaannya. Total

lOOo/a

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
sebafai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
pertanyaan akan diberikan nilai 1 apabila jawabannya \* tetapi
Lpabila jawabarrya'Tidalf maka akan diberikan nilai O.

d. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubung€n
dingan liondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari
beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau
Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau
indikator kinerja, penilaian *{* atau "Tidak" dilakukan atas
masingmasing sasaran atau indikator kinerja)

e. Dalam-memberikan kategori ya atau tidak, evaluator harus benarbenar
menggunakan profesionat judgemenf dengan mempertimbangkan hal-
trat Vang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan
suatu kertas kerja evaluasi

t Setelatr setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada
setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu
misat: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai
LOo/o dan memiliki 10 ( sepuluh ) buah pertanyaan. Dari 10 (

sepuluh ) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dirjawab
.Y{ ada 3 (tiga} pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen
tersebut adalah: (3/ 10) x 1O = 3;

2. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria,
penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai ratarata;

l
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S. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu
untuk total nilai dengan roqe nilai antara O s.d. LOO.

g. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi
dilalnrkan d,engan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing
komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen;komponen kan
dipeigunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi
yang bersangkutan.

BAB nI
PTLAFORAI{ HASIL IVALUASI

4.1.IIMUIW

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akrrntabilitas Kinerja
harui menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai
hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan
dalam Kertas Kerja Evaluasi.

2. Sumber d,ata untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
instansi adalah kmbar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini
harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi
dilaksanakan.

g. BaSl instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi
diharapkan menyqjikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun
sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang
diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan.

4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-
hal penting bagr perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.
Permasalahan atau temuan hasil evaluasi -{tentatiue fodirua) dan sarart
perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan
kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi
ataupun tanggaPan secuktrPnYa.

5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan
yang baik, yaitu antara lain:
a. Pinggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan

kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi
disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

4.2. FORIIIIAT DAN ISI LHE
1. Bentuk dari LHE yaurtg dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Satuan

Keda Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
dalam bentuk surat, dengan contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati
ini.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI
1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat Kabupaten)

menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Pimpinan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang aln:ntabilitas kinerjanya telah dievaluasi
dengan tembusan kepada Bupati dan Perwakilan BPKP.

4.3.



2. BPKP Perwakilan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada
Bupati/WaliKota yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan
tembusan kepada :

a. Menteri Negara PAN;
b. Menteri Dalam Negeri;
c. Guberrrur;
d. Inspektorat KabuPaten.

g. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Instansi Pemerintah Kabupaten akan
disampaikan kepada Pimpinan SKPD. Khusus tembusan kepada Bupati
Sarolangun

BAB V
PENUTUP

5.{. HAL.HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan
paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui
manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.

2. Untuk dapat mencapai tu.iuan tersebut di atas, para penyelenggara
evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk
melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen
pemerintahan dan di bidang audit dan evaluasi hendaknya terus diikuti

"g* dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan
kinerja instansi pemerintah.

3. Meskipun telah diusatrakan untuk mengatur segala hal yang berkaita:r
dengan pelaksanaan evaluasi akrrntabilitas kinerja instansi di , mungkin
ma*ih [erdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk
pelaksanaan ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau terdapat keraguan
ierhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-
pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi
dengan Deputi Bidang Akuntabifitas Aparatur Kementerian Negara PAN,
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Jambi, Inspektorat
Kabupaten dan BapPeda KabuPaten'

)

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 9V *rOptn&er 2OlL

TELAH DTTgtI'TI KEBINARAT{ilYA

tt, tl6vot-tb fr77 n9 w,
fftrl. ry$Ir)'il rlr{ol I *st

BUPATI GUN,

H. CEK ENDRA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2^ TAHUN 2011
TANGGAL \ a,topnbERzl1l
TENTANG ierufuuux pELAKSANAAN EvALUASt LApoRAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN.

CONTOH LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

KOP INSPEKTORAT

Nomor : 7001 /ITKAB
Lampiran : -
Perihal : Laporan HasilEvaluasiAkuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah

Sarolangun, Tgllbulan/tahun

Kepada Yth,
Sdr. Kaban/KadislKakan/Camat

Di-

)

SAROLANGUN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, lnstruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-1 35/M. PAN 12A04 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah,
dan Surat Menteri Negara PAN No.Bl1301lM.PAN/04/2009 perihal Kebijakan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut::
1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah pada Badan/Dinas/KantorlCamat dalam Kabupaten
Sarolangun, dengan tujuan :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen

kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja;
Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008, merupakan salah satu dokumen
yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen
terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai
dari 0 s.d. 100. Badan/Dinas/Kantor/Camat dalam Kabupaten Sarolangun,
memperoleh nilai

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan
PemerintahKabupatenSaolangun, dengan rincian sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Pencapaian Kinerja
Rekemendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti

a.
b,
c.
d.
e.
f,



Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinefla lnstansi).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami
merekomendasikan Pemerintah KabupatenSarolangun, beserta seluruh
jaiarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

c.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kirre{a instansi
pemerintah Kabupaten/Sarolangun ini. Kami menghargai upaya Saudara
beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara.

INSPEKTUR KABUPATEN SAROLANGUN,

a.

b.

NAnilA P-EJABAT
PangkaUNlP

Tembusan disampaikan keoada,vthj

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)
2. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
4. Arsip

BUPATI
:.'' ''
"1.'I ,'

.GUIY,

H. CEK ENDRA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 2? TAHUN 2011
TANGGAL eLl N1P€M eER2aM
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA
PEIilERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN.

CONTOH LEMBAR KERTAS KERJA EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Dokumen Renstra SKPD telah digunakan
untuk penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)

A. PERENCANAAN KTNERJA (35%

DOKUMEN RENCANA STRATEGTS (RENSTRA\ (15%
1 Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)

telah memitiki dokumen Rencana
Stratejik (Renstra)

2 Renstra tetah diformalkan dalam suatu
dokumen perencanaan yang akan
ditaksanakan

3 Renstra tetah memuat visi, misi, tujuan/
sasaran, dan program serta strategi
pencapaiannnya

Tujuan/sasaran datam Renstra tetah
berorientasi hasit (outcome) bukan

Tujuan/sasaran datam Renstra tetah
dapat mencakup urusan wajib dan
pitihan yang ditimpahkan kepada SKPD

Tujuan/sasaran datam Renstra tetah
ditengkapi dengan ukuran kinerja yang
terukur (indikator kinerja)

Tujuan/sasaran dalam Renstra SKPD

telah selaras dengan bidang kewenangan
SKPD

Renstra SKPD tetah setaras dengan
RPJMD

Dokumen Renstra telah digunakan untuk
penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) 5KPD

NO
KOMPONEN/

SUB
KOMPONEN

KRITERIA YIT NILAI

1 2 3 4 5

1.



$fitffi fl"ffi pf, mfig uffi\Pd &U,P&rt

A

B. PENGUKUMN KTNERJA (20%l

1. TNDIKATOR KTNERJA (12%l
1 lndikator kinerja sasaran yang ditetapkan

tetah retevan
7 lndikator kinerja sasaran yang ditetapkan

tetah menggambarkan hasit
3 lndikator kinerja pencapaian sasaran

organisasi yang ditetapkan tetah dapat
diukur secara obyektif

4 SKPD tetah memitiki secara format
indikator kinerja utama (lKU) untuk
entitas SKPD

5 IKU untuk entitas SKPD tetah cukup untuk
mengukur kinerja SKPD

6 IKU entitas SKPD setaras dengan IKU
entitas Pemerintah Daerah

7 IKU tetah dimanfaatkan datam
perencanaan kinerja

8 IKU tetah dimanfaatkan datam
penganggaran

9 IKU tetah dimanfaatkan untuk pengukuran
kinerja

10 IKU tetah disosialisasikan dan
dikomunikasikan ditakukan kepada
anggota organisasi.

2. PENGUKUMN KTNERJA (8%)

1 SKPD tetah metakukan pengukuran atas
target-target indikator kinerja hasit
(outcome) dan keluaran (output) yang
ditetapkan

2 SKPD tetah metakukan pengukuran atas
target-target indikator kinerja utama
(rKU)

3 Pengukuran kinerja mencakup berbagai
pembandingan data kinerja

4 SKPD tetah memitiki sistem pengumpulan
data kineria

5 Sistem pengumputan data kinerja yang
ada tetah dapat mengumpulkan data
indikator kinerja

6 Sistem pengumputan data kinerja yang
ada tetah dapat diandatkan

7 Pengukuran kinerja digunakan untuk
pengendatian dan pemantauan kinerja
secara berkala

8 Hasit pengukuran kinerja tetah dapat
digunakan untuk penyusunan laporan
kinerja
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c. PELAPORAN KTNERJA (15%)

1. PEMENUHAN PELAPOMN (3%I
1 SKPD telah menyusun Laporan

Akuntabititas Kinerja

2 LAKTP SKPD tetah ditanda tangani oteh
kepata SKPD

3 SKPD tetah tetah menyampaikan I-AKIP
kepada Bupati/Watikota tepat waktu

2. PENYAJIAN INFORIAASI KINERJ A O%I
1 LAKIP SKPD tetah dapat menginformasikan

capaian kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen penetapan kinerja

2 IAKIP SKPD telah menyajikan informasi
tentang capaian target indikator kinerja
utama SKPD

3 L-AKIP tetah menyajikan evatuasi dan
anatisis mengenai capaian kinerja
orqanisasi

4 I-AKIP tetah menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai antara
capaian tahun fni dengan capaian tahun
sebelumnya

5 LAKIP tetah menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai antara
realisasi tahun ini dengan akumulasi
realisosi sompoi dengan tahun ini

6 LAKIP tetah menyajikan pembandingan
data kinerja yang memadai antara
realisasi sampai dengan tahun fnf dengan
rencono sompai dengan tahun ini yang
ada di dokumen renstra

7 Terdapat mekanisme verifikasi data
internat.

8 Laporan Akuntabititas Kinerja disusun
dari hasil pengukuran kinerja

9 LAKIP menyajikan informasi keuangan
yang terkait dengan pencapaian kinerja

3. PEMANFAATAN INFOR 4ASI KINERJ A (3%l
1 lnformasi yang disajikan datam I-AKIP

SKPD tetah digunakan datam perbaikan
perencanaan organisasi

2 lnformasi yang disajikan datam LAKIP

telah digunakan untuk menilai dan
memperbaiki petaksanaan program dan
kegiatan organisasi

3 lnformasi yang disajikan datam I-AKIP

tetah digunakan untuk peningkatan
kinerja organisasi
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KETEMNGAN:

KETIK'Y ATAU T PADA KOLOM Y/T

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3? WaTerndar 2$ll

BUPATI SAR9EAIIGUN,

2. CAPATAN OUTCOME (A%l

1 lndikator kinerja outcome tepat

2 Penetapan Target Tepat

3 Target outcome dapat dicapai

4 lnformasi mengenai kinerja outcome
dapat diandatkan

5 Kinerja outcome setaras dengan outcome
yang ingin dicapai datam RKPD/RPJMD

F. HAS|L EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)
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